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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
v Setiap orang di dunia adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. 
Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah 
dikembalikan. (Ibnu Mas’ ud) 
v You have to endure caterpillars if you want to see butterflies.  
(Antoine De Saint) 
v The worst in the business worid is the situation of on decision. 
(Nampoleon) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas penagihan pajak 
dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surakarta, maka kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dan 
cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan uraian 
yang terdapat pada literatur Undang-Undang Perpajakan, pengamatan di KPP Pratama 
Surakarta, dan melalui wawancara dengan berdiskusi maupun berkonsultasi serta 
mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-
pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas penagihan pajak 
dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surakarta dan masalahan yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti sulit untuk 
mengetahui perkembangan tunggakan PBB dan BPHTB, serta kurangnya pengawasan 
dalam pembuatan surat teguran harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang 
menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam 
penagihan aktif. Dengan mengganti SIP menjadi sistem administrasi modern yang 
menggunakan SI DJP belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, karena SI DJP selama 
ini belum Link dengan MPN. Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan 
surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, termasuk menjual 
barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta secara 
keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan penagihan pada KPP yang telah 
modern, proses penagihan pajak meliputi prosedur penerbitan surat teguran dan 
prosedur penerbitan serta pelaksanaan surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
diharapkan KPP Pratama Surakarta melengkapi menu SI DJP sehingga mencakup semua 
tunggakan pajak termasuk PBB dalam upaya mencairkan tunggakan pajak yang nantinya 

























THE EFFECTIVITY OF TAX CLAIMING WITH COMPULSION LETTER IN ORDER TO 
INCREASE THE TAX INCOME IN  




The aims of this research are to understand the level of effectivity of tax claiming with 
compulsion letter in order to increase the tax income in KPP Pratama Surakarta, so we 
can find the  solve the constraint and found the way to solve the problems. This research 
uses direct interview technique, to the related informants, observation in KPP Surakarta, 
and literary study. The result of the research shows that the effectivity of the tax 
claiming with compulsion letter to increase the tax income in KPP Pratama Surakarta 
seems to be difficult to find out the development of PBB and BPHTB arrears, and the 
lack of control in the making of compulsion letter that should be done one by one of the 
tax obligators so it makes the arrears decrease, and makes it difficult to monitoring the 
active claims. By changing the SIP into a modern administration system using SI DPJ 
cannot says  as perfection, it is because to this time, the SI DPJ still has no link with MPN. 
This research shows that the tax claiming with compulsion letter is a series of steps to 
make the tax obligators pay for their taxes and the cost for tax claiming by admonishing 
or warning the tax obligator, doing the claiming right time in the same time, showing the 
compulsion letter, suggest a prevention, doing a confiscation, and selling the things in 
the confiscation. The realization of the active claiming in KPP Pratama Surakarta in a 
whole is having a reference to the procedure of the modern claiming process in KPP 
Surakarta, the process of the tax claiming includes the procedure of the rising of the 
compulsion letter and the application of the compulsion letter. Based on the research, it 
is hoped that KPP Pratama Surakarta completes the SI DPJ requirements so it is include 
all of the tax arrears include the PBB in its efforts to claims the tax arrears that in the 
future can affect the state income from taxes. 
 
Kata Kunci: BPHTB, KPP Pratama Surakarta, MPN, PBB, Penagihan Pajak, Penanggung 
Pajak, SI DJP, SIP, Wajib Pajak. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta  berkonsep pelayanan satu atap 
membuat Wajib Pajak lebih efisien dalam mengurus pajak. Dalam Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta, pelayanan pajak penghasilan (PPh), pelayanan pajak bumi 
dan bangunan (PBB) serta pemeriksaan dan penyelidikan pajak dalam satu atap. Jadi 
Wajib Pajak tidak perlu berpindah tempat untuk mengurus berbagai keperluan pajak 
tersebut. Selain itu, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terdapat Account 
Rpresentatif yang akan melayani Wajib Pajak secara individual. Bahkan dalam setiap 
kantor tersedia layanan perbantuan yang akan membantu para Wajib Pajak. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta  mempunyai tugas melaksanakan 
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 
Pajak Tidak Langsung (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam  wilayah  wewenangnya   berdasarkan  
peraturan  perundang- 
 undangan   yang   berlaku. 
           Gambaran Umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dapat 
diuraikan secara singkat sebagai berikut ini. 
 
 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta  semula berbentuk Kantor 
Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.1) Surakarta dibawah wewenang kerja dari Kantor 
Inspeksi Keuangan Yogyakarta pada tahun 1966. pada tahun ini juga 
ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK 
Surakarta). Pada akhir tahun tersebut semua Kantor Inspeksi Keuangan di 
seluruh Indonesia diubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP), begitu juga 
KIK Surakarta berubah menjadi KIP Surakarta bertype B dengan wilayah seluruh 
eks Karesidenan Surakarta. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 jo. Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1689 tanggal 25 Maret 1989 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Surakarta Type B 
dengan wilayah kerja meliputi kotamadya Surakarta, kabupaten Karanganyar, 
dan kabupaten Sragen. Dalam perkembangan berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Type 
B menjadi Type A dengan wilayah kerja kotamadya Surakarta, kabupaten 
Karanganyar, kabupaten Boyolali, dan kabupaten Sragen. Sampai saat ini 
berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-141/PJ/2007 
tanggal 3 Oktober 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berubah 
menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dengan wilayah kerja 
Surakarta yang meliputi 5 kecamatan yaitu Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres, 
Banjarsari, dan Serengan. 
2. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta   
Kantor  Pelayanan  Pajak   Pratama   Surakarta   berlokasi  di  Jalan K.H.   
Agus   Salim   Nomor  1  Surakarta. 




Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
 Surakarta 
 
 Sumber: Sub Bagian Umum 
Adapun tugas-tugas yag dilaksanakan oleh masing-masing bagian adalah 
sebagai berikut: 
a. Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 
b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu instalasi 
aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi, menyiapkan data-data informasi 
perpajakan untuk keperluan penyajian data, membantu seksi lain jika 
mengalami kesulitan/kerusakan komputer, mengawasi pemasangan 
jaringan dan perangkat komputer yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
d. Seksi Pelayanan 
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 
 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristrasi 
Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 
e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, 
masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib 
Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, 
analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan 
pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding. 
f. Seksi Pemeriksaan 
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Pemeriksaan Pajak (SPPP) serta administrasi 
pemeriksaan perpajakan lainnya. 
g. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 
usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
h. Seksi Fungsional 
Seksi Fungsional mempunyai tugas menerbitkan Surat Pemeriksaan Pajak 
(SPPP) dan menyelesaikan pemeriksaan dengan menerbitkan Laporan 
Pemeriksaan Pajak. 
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mempunyai tugas 
melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut: 
a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 
pajak, serta penilaian objek PBB. 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan       
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 
c. Penyuluhan perpajakan. 
d. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
e. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 
h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
j. Pelaksanaan intensifikasi. 
k. Pembetulan ketetapan pajak. 
l. Pengurangan PBB serta BPHTB. 
m. Pelaksanaan administrasi kantor. 
5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi 
Visi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bahwa Direktorat 
Jenderal Pajak bertekad menjadi Institusi Pemerintah yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dan manajemen 
perpajakan kelas dunia yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat 
dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Adapun ciri-cirinya 
adalah: 
1) Aparat berintegritas tinggi dan professional. 
2) Berkinerja tinggi dan setara dengan instansi perpajakan negara-negara 
maju. 
3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 
4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional. 
5) Memiliki tingkat efektivitas dan efesiensi pemungutan pajak yang tinggi. 
b. Misi 
Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak 
negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 
sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dengan batasan-
batasan antara lain: 
1) Tingkat Tax Ratio, Coverage Ratio and Complience Ratio yang tinggi. 
2) Pajak mampu berperan utama membiayai defisit Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 
3) Kebijakan perpajakan netral dan non distortion. 
4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintahan di bidang ekonomi, 
sosial dan politik. 
5) Cost of Collection yang rendah. 
6) Nilai acuan (reference value) yang dipakai dalam menjalankan misi 
Direktorat Jenderal Pajak di atas adalah: 
7) Profesionalisme (integritas, disiplin, dan kompetensi), 
8) Transparansi, 
9) Pelayanan public prima, dan 




B.  Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional sebagai salah satu misi bangsa Indonesia terus 
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional ini 
diharapkan tidak hanya dapat mengubah keadaan kehidupan ekonomi yang lebih 
baik juga mampu menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan 
modernisasi di segala bidang kehidupan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan 
investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berlandaskan pada 
kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu diletakkan suatu landasan yang dapat 
menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri guna melepaskan 
diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri sehingga bantuan luar negeri 
hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya. Salah satu 
sumber dana dari dalam negeri adalah pajak. 
Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang tidak 
sedikit. Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar 
dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber 
utama pendapatan negara. Target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun 
terus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk 
mencapai target tersebut.  
Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling 
potensial. Kesit Bambang Prakosa (2003: 1), mengidentifikasi pajak adalah iuran 
wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang dan  atas   
pembayaran   tersebut   Pemerintah   tidak   memberikan   balas   jasa yang langsung 
dapat ditunjuk. S.I.  Djajadiningrat  dalam  Siti  Resmi  Edisi  III (2007: 1) mengartikan 
pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara 
yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 
negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran 
yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu 
bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Untuk mencapai target penerimaan, 
Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan diantaranya yaitu reformasi 
perpajakan atau yang lebih dikenal dengan Tax Reform, langkah tersebut diawali 
pada tahun 1984. Program ini telah mengubah sistem perpajakan Indonesia, dari 
official assessment menjadi self assessment. Ketika memakai sistem official 
assessment, yang lebih berperan aktif adalah petugas pajak sedangkan masyarakat 
atau Wajib Pajak lebih banyak berlaku pasif menunggu tindakan dari petugas pajak. 
Yang dipakai Pemerintah saat ini adalah sistem self assessment dimana terdapat 
perubahan yang signifikan. 
Dalam sistem yang baru Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung 
jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor 
serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar pelaksanaan sistem 
self assessment dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan 
hukum (law enforcement) menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif Wajib 
Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Dengan 
kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan 
negara dari sektor pajak dapat meningkat. Kesadaran Wajib Pajak yang sudah mulai 
dipupuk harus dibarengi dengan peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus 
selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih 
baik lagi. 
Dengan sistem self assessment penerimaan negara dari sektor pajak terus 
meningkat tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Peningkatan penerimaan diikuti 
dengan naiknya tunggakan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom 
perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk 
menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, 
penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah 
diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih 
patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan 
Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. 
Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak 
tersebut itulah yang menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat. Oleh 
karenanya harus dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum 
memaksa. Salah satu wujud tindakan penagihan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah 
dengan diterbitkan dan disampaikannya Surat Paksa, yang bersifat parate eksekusi, 
yang memiliki kekuatan eksekutorial (executorial title) dan mempunyai kekuatan 
hukum yang pasti sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses 
pengadilan. Dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan tunggakan pajak dapat berkurang 
sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target bahkan 
surplus agar pembangunan nasional berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya, 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdapat banyak kendala sehingga penerimaan 
negara dari sektor pajak tidak bisa secara mudah masuk ke kas negara begitu saja.  
Berdasarkan perincian realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang 
dianggarkan semakin lebih besar. Ini berarti terdapat unsur-unsur yang 
menyebabkan kenaikan penerimaan pajak dan masih terdapat potensi-potensi yang 
dapat digali untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta.  
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis ingin mengulas sejauh 
mana efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam mengurangi tunggakan 
pajak yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk 
menuangkan pemikiran dan pembahasan  dalam  sebuah laporan yang berjudul 
“EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA 
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
SURAKARTA” 
 
C.  Perumusan Masalah 
Karena keterbatasan data dan kemampuan, penulis membatasi pembahasan 
seperti yang tersebut di atas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk 
data tahun 2007 dan sampai dengan bulan Juni tahun 2009, baik dalam bentuk 
gabungan atau belum dipisah-pisah antara wilayah Surakarta, Karanganyar, Boyolali, 
dan Sragen maupun ketika wilayahnya sudah terpisah yaitu Surakarta saja serta 
data-data yang penulis sajikan adalah non PBB atau tidak termasuk PBB dan BPHTB 
kecuali ada keterangan lain. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan merumuskan masalah, 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana kondisi penerimaan pajak, perkembangan tunggakan pajak, serta 
tindakan Penagihan Pajak guna mencairkan tunggakan termasuk penerbitan 
Surat Paksa? 
2. Seberapa besarkah efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa    terhadap 
pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 
3. Apa sajakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 
4. Bagaiman cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Memberikan gambaran tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
2. Memahami tingkat efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam 
rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. 
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. 
4. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam 





E.   Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
 Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis 
untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan, 
serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tindakan 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai bekal ketika terjun langsung ke 
dunia kerja. 
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
 Penulis berharap dapat memberi tambahan pengetahuan dalam bidang 
perpajakan, khususnya dalam mengatasi permasalahan mengenai pelaksanaan 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa agar dapat meningkatkan penerimaan 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
3. Bagi Pihak lain 
 Penulis berharap karya ini bisa digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai 










ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Pajak 
Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestrasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003). 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
unsur-unsur: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-Undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh Pemerintah. 
 
 d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi  mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 
kepada pihak ketiga atau konsumen. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (PPnBM). 
Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas: 
1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 
2.  Dasar Hukum Penagihan Pajak 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa. 
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
24/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat 
Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
561/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Penagihan Seketika 
dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. 
e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tatacara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Jurusita Pajak. 
f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
562/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Surat Paksa dan 
Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa. 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.045/2007 tentang 




3.   Tinjauan Umum Penagihan Pajak 
a.  Utang Pajak 
Berdasarkan UU PPSP pasal 1 angka 8, Utang Pajak adalah pajak 
yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 
surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
b.  Penanggung Pajak 
Berdasarkan UU PPSP pasal 1 angka 3, Penanggung Pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran 
pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 
c.  Penagihan Pajak 
Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 
perlu diketahui dan dipahami dalam beberapa pengertian yang telah 
ditetapkan dan dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaan 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian penagihan pajak sesuai 
dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi: ”Penagihan Pajak 
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang 
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 
disita.” 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dimaksud 
dengan penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-
Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.  
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan dari Direktorat 
Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak karena 
tidak memenuhi pembayaran pajak terutang dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika atau Sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 
disita. 
d.  Biaya Penagihan Pajak 
Biaya penagihan pajak dalam Mardiasmo Edisi Revisi (2003: 1) 
adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilaian, 
dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. 
e.  Jurusita Pajak 
Pengertian Jurusita berdasarkan UU PPSP pasal 1 angka 6 adalah 
pelaksana tindakan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 
1) Syarat - syarat 
Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak harus memenuhi 
syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 KMK No.562/KMK.04/2000, 
yaitu: 
a) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau 
yang setingkat dengan itu. 
b) Berpangkat serendah-rendanya Pengatur Muda/Golongan II/a. 
c) Berbadan sehat. 
d) Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak. 
e) Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian. 
2) Tugas - tugas 
Berdasarkan Pasal 5 UU PPSP, Jurusita bertugas antara lain: 
a) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
b) Memberitahukan Surat Paksa. 
c) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak 
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
d) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah 
penyanderaan. 
3) Wewenang dan Kewajiban 
Wewenang Jurusita berdasar Pasal 5 UU PPSP adalah memasuki dan 
memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan 
tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat usaha dan 
melaksanakan penyitaan tempat kedudukan atau tempat tinggal 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau tempat lain yang dapat diduga 
sebagai tempat penyimpanan obyek sita. Sedangkan kewajiban 
Jurusita Pajak adalah: 
a) Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita. 
b) Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat 
Paksa. 
c) Membuat berita acara pemberitahuan Surat Paksa. 
d) Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa. 
e) Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 
f) Membuat berita acara pelaksanan sita 
g) Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, 
bila dianggap perlu. 
h) Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman 
kantor Pejabat. 
i) Meninggalkan Surat Paksa (salinan) dalam hal Penanggung Pajak 
menolak menerima salinan Surat Paksa. 
4) Pemberitahuan Jurusita 
Berdasakan Pasal 4 KMK No.562/KMK.04/2000, Jurusita 
diberitahukan apabila: 
a) Meninggal dunia. 
b) Pensiun. 
c) Karena alih tugas kepentingan dinas lainnya. 
d) Ternyata lalai atau cakap dalam menjalankan tugas. 
e) Melakukan perbuatan tercela. 
f) Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak. 
g) Sakit Jasmani atau rohani terus-menerus. 
f.  Jangka Waktu Penagihan Pajak 
1) Penerbiatan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran 
apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai 
dengan jatuh tempo pembayaran. 
2) Penerbitan Surat Paksa setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan 
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis. 
3) Penerbitan  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan setelah lewat 
2 x 24 jam Surat Paksa diterbitkan kepada Penanggung Pajak apabila 
tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan 
Surat Paksa. 
4) Pengumuman Lelang paling singkat 14 hari setelah pelaksanaan 
penyitaan ternyata Penganggung Pajak tidak melunasi utang 
pajaknya. 
5) Penjualan/Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan paling singkat 14 hari 
setelah pengumuman lelang apabila ternyata Penanggung Pajak 
tidak melunasi utang pajaknya. 
Dalam hal Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Perintanya 
diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo, tanpa didahului Surat 
Teguran, sebelum jangka waktu 21 hari sejak teguran diterbitkan, atau 
dilaksanakan penerbitan Surat Paksa. 
4.  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
a. Pengertian Surat Paksa 
  Dalam UU PPSP, dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa 
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 24/PMK.03/2008 pasal 1 angka 5, Surat Paksa adalah surat 
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa 
bersifat “Parate Eksekusi’ yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa 
melalui proses Pengadilan Negeri. Surat Paksa juga mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap 
b. Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa 
   Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya UU KUP, 
diatur mengenai latar belakang terbitnya Surat Paksa, yaitu jumlah pajak 
yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat 
Keputusan (SK), serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung 
Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan 
tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat 
Paksa. 
 Menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 
Pelaksanaan Surat Paksa, dijelaskan Surat Paksa diterbitkan apabila: 
1)  Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis; 
2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika 
dan Sekaligus; atau 
3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak. 
c. Isi dan Karakteristik Surat Paksa 
Surat Paksa dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi isi 
maupun segi karakteristiknya. 
Dalam UU PPSP Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa 
berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat: 
1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 
2) Dasar Penagihan; 
3) Besarnya Utang Pajak; dan  
4) Perintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam.  
5) Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB 
Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat: 
1) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse dari 
keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat 
dimintakan banding lagi pada hakim atasan. 
2) Mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan    
pajak. 
4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan, dan 
pencegahan. 
d.   Penerbitan Surat Paksa  
  Berdasarkan Pasal 8 UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila: 
1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis. 
2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika 
dan Sekaligus atau 
3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak. 
d. Pemberitahuan Surat Paksa 
Surat Paksa terhadap Wajib Pajak orang pribadi diberitahukan oleh 
Jurusita kepada: 
1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat    
lain yang memungkinkan. 
2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja 
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang 
bersangkutan tidak dapat dijumpai. 
3) Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta 
peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 
harta warisan belum dibagi, atau 
4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 
harta warisan telah dibagi. 
Terhadap Wajib Pajak badan, Surat Paksa diberitahukan kepada: 
1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, 
pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang 
bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain 
yang memungkinkan, atau 
2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan 
yang bersangkutan Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah 
seorang sebagaimana dimaksud angka 1. 
3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan 
kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, 
dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, 
Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani 
untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. 
4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, 
Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa 
dimaksud. 
 Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan 
penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan 
Surat Paksa yang telah disampaikan dibuat Berita Acara sekurang-kurangnya 
memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, 
nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Apabila 
pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa 
disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat 
usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan 
dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor 
Pejabat yang menerbitkannnya, mengumumkan melalui media massa, atau 
cara yang dtetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
  Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja 
Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain 
dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pejabat yang diminta bantuan wajib 
membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya 
kepada Pejabat yang meminta bantuan. Dalam hal Penanggung Pajak 
menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat 
Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penangguang 
Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah 
diberitahukan. 
5.  Teori Keefektivan 
Menurut  kamus besar bahasa indonesia keefektivan adalah 
keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. 
Sedangkan efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu 
ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu 
tujuan. Untuk menghitung keefektivan pemungutan pajak PSB digunakan 
rumusan sebagai berikut: 
Realisasi Penerimaan Pajak X 100 % 
   
 
Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu 
pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib 
Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua 
tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, 
menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak 
dan membukukan penerimaan. Untuk mengukur keefektivan digunakan 
indikator sebagai berikut: 
a.  Prosentase   0% - 40%   (sangat tidak efektif) 
b.  Prosentase 40% - 60%   (tidak efektif) 
c. Prosentase 60% - 80%   (cukup efektif) 
d.  Prosentase 80% - 100% (efektif) 
Sedangkan pengertian efektivitas menurut pendapat beberapa 
Sarjana, sebagai berikut: 
a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilah tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan 
(Handoko, 2003). 
b. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu 
pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua Wajib Pajak membayar 
pajak dan seluruh pajak terutangnya (Devas, 1996). 
Potensi Penerimaan Pajak 
c. Efektivitas adalah tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan 
atau dapat pula berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai 
secara maksimal (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996). 
Efektivitas jumlah penerimaan pajak terhadap perencanaan:    
Total Realisasi Penerimaan Pajak 
% Efektivitas = 
Total Rencana Penerimaan Pajak 
X 100 % 
Realisasi Penerimaan Tahun Y 
% Pertahun    = 
Rencana Penerimaan Tahun Y 
X 100 % 
 
 
B.  Analisis Data dan Pembahasan 
1. Data Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
TABEL II.1 
 
JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN  
WAJIB PAJAK EFEKTIF 
KPP PRATAMA SURAKARTA 
 
Uraian WP Terdaftar WP Efektif 
Wajib Pajak Badan 6.048 4.956 
Wajib Pajak Orang Pribadi 38.051 35.341 
Wajib Pajak PPh 21 7.072 7.051 
PKP Badan 1.853 1.608 
PKP Orang Pribadi 1.118 934 
Jumlah 54.142 49.890 
Sumber: Seksi Pelayanan   
 
Berdasarkan data yang didapat dari Seksi Pelayanan, jumlah Wajib 
Pajak yang Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif sampai dengan Juni 2009 dapat 
dilihat pada table di atas. Bila disajikan dalam bentuk prosentase Wajib 
Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar secara keseluruhan mencapai 
92,15 % dengan rincian sebagai berikut 81,94 % Wajib Pajak Badan; 92,88 % 
Wajib Pajak Orang Pribadi; 99,70 % Wajib Pajak PPh 21; 86,79 % Pengusaha 
Kena Pajak Badan; dan 83,54 % Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi. Sampai 
dengan Juni 2009 Wajib Pajak PPh 21 memberikan kontribusi Wajib Pajak 
Efektif paling banyak. Disamping itu, data yang diperoleh dari penyampaian 
SPT Wajib Pajak PPh 21 menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik 
yaitu 99,35 %. 
2. Analisis Rencana dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta 
Pajak merupakan sumber pendapatan APBN yang paling utama, 
untuk itu setiap pencapaian penerimaannya selalu dikontrol dan ditargetkan 
meningkat secara terus-menerus demi kelancaran pelaksanaan program 
pembangunan bangsa. Begitu juga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta, rencana penerimaan pajak setiap tahunnya perlu direalisasi sesuai 
rencana agar memenuhi target.  
Rencana dan Realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta tahun 2007 dan sampai dengan bulan Juni tahun 2009 
yang didapat dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, setiap bulannya 
mengalami fluktuasi. Hal ini penulis anggap normal karena naik turunnya 
penerimaan pajak tergantung dari kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu juga dipengaruhi oleh 
kinerja petugas pajak dalam mencapai target penerimaan. 
Berikut ini adalah rencana dan realisasi penerimaan tahun 2007 
untuk semua jenis pajak selain PBB dan BPHTB: 
TABEL II.2 
 
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
KPP PRATAMA SURAKARTA 
TAHUN 2007 
(DALAM RUPIAH) 
    
Bulan Rencana Realisasi % 
A B C C : B 
Januari 39.741.803.279 37.711.166.098 94,89 
Februari 38.917.606.532 32.426.848.408 83,32 
Maret 44.310.203.008 37.792.408.848 85,29 
April 45.072.194.266 33.255.140.530 73,78 
Mei 43.290.884.747 35.124.798.308 81,14 
Juni 42.641.633.121 31.944.671.944 74,91 
Juli 42.030.713.367 34.447.081.880 81,96 
Agustus 43.074.658.237 41.332.994.324 95,96 
September 40.427.978.482 34.920.703.886 86,38 
Oktober 53.234.416.938 44.745.445.316 84,05 
November 40.089.103.140 37.420.220.717 93,34 
Desember 41.300.412.369 43.553.798.817 105,46 
Jumlah 514.131.607.486 444.675.279.076 86,49 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
 
Sebagai informasi realisasi penerimaan gabungan tahun 2007 
(Surakarta,   Karanganyar,   Boyolali,    dan    Sragen)    adalah    sebesar Rp 
683.671.843.666,00. Apabila  rencana dan realisasi penerimaan tahun 2007 











Dari Grafik II.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta tertinggi selama tahun 2007 dicapai pada bulan 
Oktober sebesar Rp 44.745.445.316,00 atau 84,05 % dari rencana 
penerimaan. Pada bulan Desember realisasi penerimaan dapat melampaui 
jumlah yang direncanakan yaitu mencapai 105,45 %. Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta menargetkan penerimaan sebesar Rp 
514.131.607.486,00 pada tahun 2007 dengan realisasi sebesar Rp 
444.675.279.076,00 atau mencapai 86,49 % dari target penerimaan. Dengan 
kata lain rencana penerimaan tiap bulannya rata-rata sebesar Rp 
42.844.300.624,00 dengan realisasi rata-rata sebesar Rp 37.056.273.256,00. 
Walaupun pada tahun 2007 masih dalam bentuk Kantor Pelayanan Pajak 
gabungan artinya wilayah kerja Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen 
namun data penerimaan tersebut sudah dipisah dan diolah sehingga 
merupakan penerimaan murni dari wilayah Surakarta dengan semua jenis 
pajak kecuali PBB dan BPHTB. Capaian penerimaan tersebut penulis anggap 
sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya. 
 Mulai Oktober 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
berubah menjadi modern namun kinerjanya mulai berjalan normal pada 
tahun 2008 dengan wilayah kerjanya hanya Surakarta meliputi lima 
kecamatan yaitu Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari 
dengan penambahan jenis pajak yaitu PBB dan BPHTB. Adapun rencana dan 
realisasi penerimaan tahun 2008 dapat dilihat di Tabel II.3. Dari tabel 
diketahui bahwa penerimaan tahun 2008 mengalami peningkatan dari pada 
tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tiap bulannya yaitu 
rencana penerimaan sebesar Rp 44.571.499.804,00  dengan realisasi sebesar 
Rp 41.588.844.764,00  atau 93,31 % dari  target  yang  hendak  dicapai. 
Realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tertinggi 
selama tahun 2008 dicapai pada bulan Desember sebesar Rp 
76.144.805.641,00 atau 150,02 % dari rencana penerimaan. Penerimaan 
paling sedikit pada bulan Februari yaitu sebesar Rp 31.508.334.340,00 atau 
81,94 %. 
Apabila  disajikan  penerimaan  pajak tahun  2008  tanpa  PBB  dan 
BPHTB  didapat  data  sebagai  berikut: 
TABEL II.3 
 
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
NON PBB DAN BPHTB 
KPP PRATAMA SURAKARTA 
TAHUN 2008 
(DALAM RUPIAH) 
    
Bulan Rencana Realisasi % 
A B C C : B 
Januari 45.264.913.372 41.420.204.373 91,51 
Februari 38.454.857.625 31.508.334.340 81,94 
Maret 43.509.381.172 47.201.742.852 108,49 
April 43.752.985.170 38.400.699.317 87,77 
Mei 38.925.423.405 35.242.439.031 90,54 
Juni 39.510.164.902 39.276.448.482 99,41 
Juli 41.341.537.198 35.291.510.171 85,37 
Agustus 47.112.699.518 35.465.877.121 75,28 
September 47.426.996.824 40.538.928.865 85,48 
Oktober 53.049.743.676 39.622.332.806 74,69 
November 45.753.542.626 38.952.814.168 85,14 
Desember 50.755.752.160 76.144.805.641 150,02 
Jumlah 534.857.997.648 499.066.137.167 93,31 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
 
Untuk data rencana dan realisasi penerimaan pajak tahun 2008  
yang wilayah kerjanya hanya Surakarta dengan semua jenis pajak termasuk 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 






RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
KPP PRATAMA SURAKARTA 
TAHUN 2008 
(DALAM RUPIAH) 
    
Bulan Rencana Realisasi % 
A B C C : B 
Januari 45.264.913.372 41.897.416.617 92,56 
Februari 38.454.857.625 33.287.645.374 86,56 
Maret 49.134.346.672 48.620.069.728 98,95 
April 49.377.950.670 40.300.402.468 81,62 
Mei 48.064.348.905 41.723.312.147 86,81 
Juni 46.673.590.402 44.283.829.006 94,88 
Juli 48.504.962.698 39.351.049.910  81,13 
Agustus 57.043.985.018 42.465.628.541  74,44 
September 52.405.544.724 46.797.471.745  89,30 
Oktober 54.572.149.176 51.244.303.142  93,90 
November 47.788.768.126 42.289.266.059  88,49 
Desember 56.849.257.660 87.659.124.744  154,20 
Jumlah 594.134.675.048 559.919.519.481 94,24 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
 
Dari Tabel II.4 di atas rencana penerimaan tahun 2008 dengan 
semua jenis pajak termasuk PBB dan BPHTB adalah sebesar Rp 
594.134.675.048,00 dengan realisasi sebesar Rp 559.919.915.481,00 atau 
94,24 % dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
penerimaan tahun 2008 lebih fluktuatif. Realisasi penerimaan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tertinggi selama tahun 2008 dicapai 
pada bulan Desember sebesar Rp 87.659.124.744,00 atau 154,20 % dari 
rencana penerimaan. Penerimaan paling sedikit pada bulan Februari yaitu 
sebesar RP 33.287.645.374,00 tetapi masih tergolong baik atau masih 
mencapai 86,56 %. Rencana penerimaan tahun 2008 tiap bulan rata-ratanya 
sebesar Rp 49.511.222.921,00 dengan realisasi rata-rata sebesar Rp 
46.659.959.957,00.  
Untuk penerimaan dari PBB dan BPHTB belum menunjukkan 
kontribusi yang besar bagi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. Hal ini bisa dilihat dengan mengkombinasi Tabel II.3 dengan Tabel 
II.4 dimana realisasi penerimaan dari PBB dan BPHTB tahun 2008 didapat 
angka sebesar Rp 60.853.382.314,00 sementara total penerimaan tahun 
2008 Rp 559.919.915.481,00  dengan begitu dapat dilihat penerimaan dari 
PBB dan BPHTB hanya memberikan kontribusi penerimaan sebesar 10,8 %. 
Apabila  rencana dan realisasi penerimaan tahun 2008 non PBB dan BPHTB 



















Untuk data rencana dan realisasi penerimaan sampai dengan bulan 
Juni tahun 2009 dapat dilihat di Tabel II.5 sebagai berikut: 
TABEL II.5 
    
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK 
NON PBB DAN BPHTB  
KPP PRATAMA SURAKARTA 
TAHUN 2009 
(DALAM RUPIAH) 
    
Bulan Rencana Realisasi % 
A B C C : B 
Januari 51.122.383.981 40.457.151.134 79,14 
Februari 37.347.335.453 39.890.235.834 106,81 
Maret 52.569.765.503 42.987.806.264 81,77 
April 47.991.074.923 45.084.661.214 93,94 
Mei 42.006.528.854 41.641.861.901 99,13 
Juni 47.657.842.492 41.789.900.758 87,69 
Jumlah 278.694.931.206  251.851.617.105  90,37  
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
 
Penerimaan tahun 2009 lebih fluktuatif dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Di setiap tahunnya penerimaan bulan Maret biasanya 
cenderung meningkat karena batas waktu penyampaian SPT terjadi pada 
bulan tersebut. Secara umum kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta meningkat dengan pencapaian target hampir lebih dari 80 % dari 
yang direncanakan. Di sini penerimaan pada bulan April realisasinya lebih 
tinggi dari bulan-bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 45.084.661.214,00  dari 
rencana penerimaan sebesar Rp 47.991.074.923,00   atau  93,94 %. 
Penerimaan paling sedikit pada bulan Februari yaitu sebesar Rp 
39.890.235.834,00. Apabila disajikan penerimaan pajak tahun 2009 tanpa 











Untuk penerimaan dari PBB dan BPHTB di tahun 2009 juga tidak 
menunjukkan kontribusi yang besar seperti di tahun 2008 bagi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal ini tampak dalam Tabel II.6 dan 
Tabel II.5. Dimana penerimaan dari PBB dan BPHTB sampai bulan Juni tahun 
2009 didapat angka sebesar Rp 16.885.767.780,00  sementara total 
penerimaan sampai dengan bulan tersebut Rp 268.737.384.885,00 dengan 
kata lain penerimaan dari PBB dan BPHTB hanya memberikan kontribusi 
sebesar 6,28 %. 
TABEL II.6 
 
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK 
KPP PRATAMA SURAKARTA 
TAHUN 2009 
(DALAM RUPIAH) 
    
Bulan Rencana Realisasi % 
A B C C : B 
Januari 51.122.383.981 41.226.802.452 80,64 
Februari 37.347.335.453 41.719.219.962 111,71 
Maret 54.337.919.347 45.277.526.925 83,33 
April 50.375.189.607 48.691.150.532 96,66 
Mei 50.342.739.686 46.028.820.039 91,43 
Juni 54.138.215.370 45.793.864.946 84,59 
Jumlah 297.663.783.444  268.737.384.885  90,82  
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
 
3. Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua Pelaksana, dan dua Jurusita. 
Keterbatasan sumber daya kemanusiaan di Seksi Penagihan ini 
mengakibatkan kinerjanya kurang bisa maksimal. Namun demikian tindakan 
penagihan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat 
dari prosedur kerja penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. 
Pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta secara keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan 
penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah modern, dalam hal ini 
berstatus pratama. Perbedaan yang mendasar antara Kantor Pelayanan 
Pajak Modern dengan Kantor Pelayanan Pajak Paripurna adalah dihapusnya 
pembagian Subseksi Penagihan yang meliputi Subseksi Tata Usaha 
Penagihan Pajak (TUPP) dan Subseksi Penagihan Aktif yang masing-masing 
dipimpin oleh seorang korlak pada Kantor Pelayanan Pajak Modern. Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Modern Seksi Penagihan terdiri dari Kepala Seksi 
Penagihan dan Pelaksana. Mengacu pada uraian/prosedur jabatan Seksi 
Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, proses 
penagihan pajak akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Prosedur Penerbitan Surat Teguran 
1) Pelaksana meneliti Surat ketetapan Pajak (SKP)/Surat tagihan 
Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan 
Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan 
meminta persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui 
Sistem Informasi DJP; 
2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan 
Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui 
Sistem Informasi DJP; 
3) Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa 
persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak, mencetak Surat Teguran dan 
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;  
4) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan 
menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 
5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat 
Teguran, dan meneruskan kepada Pelaksana untuk disampaikan 
kepada Wajib Pajak; 
6) Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan 
menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum. 
b. Prosedur Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa  
1) Pelaksana menginventarisasi Penunggak Pajak yang harus 
dikirim Surat Paksa, meneliti dengan melihat data tunggakan 
beserta pelunasan (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau 
pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan 
keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep Surat 
Paksa dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 
2) Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui dan memaraf 
konsep Surat Paksa, serta menyampaikannya kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak; 
3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan 
menandatangani Surat Paksa dan meneruskan kepada Kepala 
Seksi Penagihan; 
4) Kepala Seksi Penagihan menerima Surat Paksa, menugaskan 
Pelaksana untuk menatausahakan, dan meneruskan kepada 
Jurusita Pajak; 
5) Pelaksana menatausahakan Surat paksa dan meneruskan kepada 
Jurusita untuk ditindaklanjuti; 
6) Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Penunggak 
Pajak/Penanggung Pajak atau pihak yang mewakilinya dan 
membuat Berita Acara Penyampaian Surat Paksa yang 
ditandatangani Penanggung Pajak atau pihak yang mewakilinya 
sebagai bukti bahwa Surat Paksa telah disampaikan, membuat 
konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, dan 
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan melalui 
Pelaksana; 
7) Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui  dan 
menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, serta 
menugaskan Pelaksana untuk menatausahakannya; 
8) Pelaksana menerima Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan 
menatausahakan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, salinan 
Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa ke 
dalam berkas penagihan Wajib Pajak. 
4. Analisis Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Dalam pencapaian target penerimaan tidak selamanya berjalan 
mulus bahkan sering terjadi hambatan-hambatan sehingga target 
penerimaan tidak dapat dicapai. Hambatan tersebut antara lain ketidak 
patuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang 
mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak. 
Dalam data tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta disajikan keadaan laporan tunggakan penagihan pada tahun pajak 
2007 dan sampai dengan Juni tahun 2009 yang ditampilkan per bulan. 
Tunggakan pajak berasal dari STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas 
atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan 
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 
Penambahan jumlah tunggakan pajak berasal dari kenaikan tunggakan pajak 
pada bulan berjalan. Sementara pengurangan jumlah tunggakan pajak 
berasal dari pelunasan pajak dengan menggunakan SSP, Pemindahbukuan 
(Pbk), Surat Keputusan Keberatan/Banding yang dikabulkan atas 
permohonannya dari Wajib Pajak, Penghapusan utang pajak dan Wajib Pajak 
yang telah pindah. Oleh karena itu sebagai gambaran mengenai data 









Dari data yang penulis sajikan pada Tabel II.7 tunggakan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada awal tahun 2007 sebesar Rp 
128.075.370.000,00. Tunggakan ini terdiri dari wilayah kerja gabungan yaitu 
Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen. Tuggakan tersebut terus 
bertambah setiap bulannya. Penambahan tunggakan pajak paling tinggi 
terjadi di bulan Juli yaitu sebesar Rp 6.276.468.000,00. Selama tahun 2007 
terjadi total penambahan tunggakan pajak sebesar Rp 14.437.141.000,00 
sedangkan pencairan selama tahun tersebut sebesar Rp 17.305.239.000,00. 
Oleh karena itu tunggakan akhir tahun 2007 didapat angka sebesar Rp 
























Untuk pencairan tunggakan pajak pada tahun 2007 lebih banyak 
melalui SSP yaitu sebesar Rp 10.817.642.000,00. Untuk pencairan yang lain 
melalui Pbk sebesar Rp 5.951.155.000,00 dan dari Putusan Keberatan atau 
Banding sebesar Rp 536.442.000,00. Oleh karena itu total pencairan selama 
tahun 2007 sebesar Rp 17.305.239.000,00. Pencairan paling besar terjadi di 
bulan September yaitu sebesar Rp 4.161.862.000,00 atau 24,05 % dari total 
pencairan. Pada bulan November tunggakan pajak yang cair sangatlah kecil 
serta tidak terdapat SSP yang masuk guna melunasi tunggakan pajak, hal ini 
dikarenakan adanya masa transisi dari bentuk paripurna ke modern dimana 
perlu adanya penyesuaian dan kegiatan penagihan agak terabaikan karena 
pemberkasan dan pemisahan kantor belum mencapai tahap penyelesaian. 

















Tidak seperti data tahun 2007, data tunggakan tahun 2008 adalah 
murni tunggakan pajak wilayah Surakarta saja sehingga jumlahnya jauh lebih 
kecil dari tahun sebelumnya yang merupakan gabungan dari empat wilayah 
dengan semua jenis pajak selain PBB dan BPHTB. Pada awal tahun 2008 
terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 64.192.412.000,00. Besarnya 
tunggakan pajak terus bertambah dan yang paling tinggi terjadi pada bulan 
Agustus yaitu Rp 616.755.000,00 sehingga total penambahan tunggakan 
pajak sampai dengan Desember sebesar Rp 2.060.783.000,00. Besarnya 
tunggakan pajak diimbangi dengan upaya pencairan dengan total pencairan 
pada tahun tersebut sebesar Rp 20.383.547.000,00 dimana yang paling 
tinggi terjadi di bulan April yaitu Rp 15.667.435.000,00 atau 75,32 % dari 
total pencairan. Oleh karena itu maka didapat tunggakan akhir bulan 
Desember sebesar Rp 45.580.871.000,00. Adapun rincian pencairan 









Pencairan tunggakan pajak pada tahun 2008 berbeda dengan hasil 
tunggakan pajak di tahun 2007. Di tahun 2008 terdapat pencairan tunggakan 
pajak yang berasal dari penghapusan utang pajak sebesar Rp. 
9.942.195.000,00. Disini pencairan tunggakan pajak yang berasal dari SSP 
dengan penghapusan utang pajak selisihnya hanya sedikit. Hal ini terjadi 
karena terdapat perbedaan saldo tunggakan pajak antara SIDJP dengan 
SIPWEB sehingga harus dilakukan validasi dengan cek fisik terhadap berkas-
berkas yang ada guna mendapatkan data tunggakan pajak yang akurat. Dari 
hasil validasi didapat selisih tunggakan sebesar Rp 9.942.195.000,00 dimana 
nominal data fisik lebih kecil dari yang terekam dalam sistem, sehingga 
keputusan dari pusat selisih tersebut dihapuskan untuk memperoleh 
tunggakan pajak yang sama dan mendekati benar. Pencairan yang lain 
berasal dari Putusan Keberatan atau Banding Rp 4.160.146.000,00 dan Pbk 
Rp 1.971.896.000,00 yang diterima seluruh atau sebagian sehingga total 
pencairan pajak sampai dengan bulan Desember 2008 sebesar Rp 
20.383.547.000,00.  Pencairan di tahun ini lebih kecil dari tahun 2007 yaitu 
sebesar Rp 10.441.352.000,00 mengingat dalam jumlah tersebut terdapat 
penghapusan karena validasi. Untuk tunggakan pajak sampai bulan Juni 














Pada awal tahun 2009 terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 
63.422.097.000,00. Besarnya tunggakan pajak terus bertambah setiap 
bulannya seperti di tahun-tahun sebelumnya dan paling tinggi terjadi pada 
bulan Maret yaitu Rp 3.002.525.000,00 sehingga total penambahan 
tunggakan pajak sampai dengan bulan Juni sebesar Rp 3.783.366.000,00. 
Untuk total pencairan pada tahun tersebut sebesar Rp 2.329.663.000,00 
dimana yang paling tinggi terjadi di bulan Mei yaitu Rp 970.593.000,00 atau 
99,75 % dari total pencairan. Oleh karena itu maka didapat tunggakan akhir 
bulan Juni sebesar Rp 66.246.224.000,00. Adapun rincian pencairan 








Pencairan tunggakan pajak pada tahun 2009 lebih banyak berasal 
dari SSP yaitu sebesar Rp 873.458.000,00. Untuk pencairan yang lain melalui 
Pbk Rp 819.218.000,00 dari Putusan Keberatan atau Banding sebesar Rp 
36.987.000,00 dan dari Penghapusan Rp 600.000,00. Oleh karena itu maka 
didapat total pencairan sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 
2.329.663.000,00. 
5. Analisis Tindakan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta 
Tunggakan pajak mengakibatkan dilakukannya tindakan penagihan 
oleh Pejabat maupun Jurusita yang dimulai dengan penerbitan Surat 
Teguran, kemudian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
Pengumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang atau dengan penerbitan Surat 
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. 
Tindakan penagihan lain adalah pemblokiran, pencegahan, dan 
penyanderaan. 
Selain upaya tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya 
mencairkan tunggakan pajak, Seksi Penagihan juga melakukan tindakan 
persuasif yaitu memberikan Surat Himbauan kepada Penanggung Pajak PBB 
serta pemanggilan Wajib Pajak. Untuk Surat Himbauan penulis tidak 
membahasnya, sedangkan pemanggilan yang dilakukan Seksi Penagihan 
ditujukan untuk memberikan pengertian kepada Penanggung Pajak agar 
timbul kesadaran dan segera melunasi utang pajaknya yang meliputi pokok 
pajak, sanksi administrasi serta biaya penagihan. Pemanggilan Penanggung 
Pajak ini seharusnya dilakukan untuk semua Penunggak Pajak tetapi 
mengingat banyaknya jumlah Penunggak Pajak serta keterbatasan waktu 
dan SDM maka pemanggilan diutamakan terlebih dahulu 100 penunggak 
pajak terbesar. Dalam Tabel II.13 disajikan rencana dan realisasi program 














Dari Table II.13 dapat dilihat bahwa rencana Seksi Penagihan pada 
triwulan I, II, III dan IV adalah sama namun realisasinya yang berbeda. Pada 
triwulan I direncanakan Surat Teguran yang terbit 150 buah namun ternyata 
Penunggak Pajak yang seharusnyanya diberikan Surat Teguran jauh lebih 
banyak dari jumlah tersebut dan realisasinya terbit 278 Surat Teguran atau 
mencapai 185 %, sedangkan triwulan II hanya 11 Penunggak Pajak yang 
diterbitkan Surat Teguran dari rencana 150 buah. Untuk triwulan III dan IV 
tidak terdapat Penunggak Pajak yang seharusnya diberikan Surat Teguran. 
Hal ini dikarenakan Pejabat pajak lambat dalam menerbitkan Surat Teguran 
dan bisa juga karena Penanggung Pajak yang dipanggil timbul kesadarannya 
sehingga tunggakan pajaknya sudah dilunasi sebelum Surat Teguran terbit. 
Sedangkan untuk Surat Paksa akan dibahas tersendiri dalam uraian 
berikutnya. 
Tindakan penagihan lebih terkonsentrasi pada pemanggilan 100 
Penunggak Pajak terbesar, hal ini berkaitan dengan pencapaian target 
pencairan tunggakan pajak. Dengan pemanggilan 100 Penunggak Pajak 
terbesar diharapkan timbul kesadaran untuk melunasi utang pajak sehingga 
target pencairan tercapai. Kegiatan lain adalah menjawab klarifikasi utang 
pajak hal ini berkaitan dengan adanya penghapusan utang pajak yang sudah 
daluwarsa. Pada akhir triwulan II mengalami peningkatan karena akan 
diajukan usulan penghapusan utang pajak. Sampai saat ini usulan tersebut 
belum ditindaklanjuti kantor pusat sehingga baru berstatus usulan. 
Selain melaksanakan penagihan, Seksi Penagihan juga mengadakan 
rapat pembinaan dan in house training yang bertujuan meningkatkan 
pengetahuan dan pengalaman pegawai penagihan, evaluasi serta perbaikan 
kinerja, sharing, solusi terhadap masalah-masalah yang timbul, menyatukan 
program sehingga dapat dilaksanakan secara bersama dengan lebih mudah 
sesuai rencana. Untuk kegiatan Seksi Penagihan tahun 2007 penulis tidak 
mendapatkan data yang diinginkan karena mutasi sehingga semua pegawai 
penagihan sekarang adalah orang baru semua yang mulai dinas di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bulan Oktober dengan keadaan 
komputer benar-benar bersih tidak terdapat data penagihan softcopy 
terdahulu tertinggal. Dari cek fisik penulis mendapat data tindakan 
penagihan selama tahun 2007 meliputi penerbitan Surat Teguran 916, Surat 
Paksa 445, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan 49, Pengumuman dan 
Pelaksanaan Lelang masing-masing 2. Data yang diperoleh tersebut adalah 
data gabungan dalam artian wilayah kerjanya meliputi Surakarta, 
Karanganyar, Boyolali, dan Sragen.  
Dalam Tabel II.14 disajikan rencana dan realisasi program kerja Seksi 












Karena keterbatasan data penulis tidak dapat membandingkan 
antara rencana dengan realisasi kegiatan penagihan untuk tahun 2007 dan 
sampai dengan bulan Juni 2009. 
6. Analisis Penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta 
Salah satu tindakan Penagihan Pajak adalah dengan menerbitkan 
Surat Paksa yang bersifat eksekutorial, langsung bisa dilaksanakan tanpa 
proses pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap. Surat Paksa diterbitkan 
apabila 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan kepada Penanggung 
Pajak tidak ditanggapi. Surat Paksa disampaikan langsung oleh Jurusita Pajak 
yang telah disumpah tanpa melalui pos, dan harus dibaca didepan 
Penanggung Pajak. Surat Paksa diterbitkan dengan tujuan agar Penanggung 
Pajak mau membayar utang pajaknya sehingga tunggakan pajak dapat 
berkurang. Dalam penyampaian Surat Paksa terdapat berbagai macam 
kendala sehingga tunggakan pajak tidak bisa mudah cair begitu saja. Surat 
Paksa yang disampaikan kepada Penanggung Pajak tidak semuanya direspon 
baik, bahkan banyak Penanggung Pajak yang berlaku tidak kooperatif 
terhadap Jurusita. Karena hal-hal itulah tidak 100 % Surat Paksa yang 
diterbitkan mencairkan tunggakan pajak. Berikut ini data penerbitan dan 














Data di atas adalah data gabungan, selama tahun 2007 penerbitan 
Surat Paksa paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 82 Surat Paksa, 
pada bulan-bulan berikutnya mengalami fluktuasi. Ini penulis anggap wajar 
karena sangat tergantung dari ketetapan yang setelah 21 hari diterbitkan 
Surat Teguran utang pajak belum juga dilunasi. Selain itu kinerja pegawai 
mempengaruhi penerbitan Surat Paksa. Semakin rajin Jurusita meneliti 
Penanggung Pajak yang seharusnya diterbitkan Surat Paksa, maka semakin 
banyak pula Surat Paksa yang terbit pada masa tersebut dengan asumsi 
benar-benar terdapat Surat Teguran yang belum dilunasi. 
Jumlah nominal Surat Paksa yang terbit paling besar pada bulan 
Oktober yaitu sebesar Rp 650.785.245,00 dan yang paling kecil bulan Juni 
yaitu Rp 5.100.000,00. Total penerbitan Surat Paksa selama tahun 2007 
adalah 445 dengan nominal Rp 2.810.982.659,00 dimana bulan November 
dan Desember tidak diterbitkan Surat Paksa sama sekali dan tindakan 
penagihan secara keseluruhan terabaikan. Hal ini karena pada dua bulan 
tersebut terjadi masa transisi dari bentuk paripura ke modern dengan 
seluruh pegawai penagihan adalah orang baru. Kegiatan diseksi penagihan 
dititik beratkan pada pemberesan berkas akibat pemecahan. Apabila data 
penerbitan dan pencairan Surat Paksa selama tahun 2007 disajikan dalam 










Dari Surat Paksa yang diterbitkan Pejabat dan disampaikan Jurusita 
tidak semuanya berhasil mencairkan tunggakan pajak. Selain itu juga tidak 
semua Surat Paksa yang sudah diterima diberikan respon yang baik oleh 
Penanggung Pajak, artinya masih banyak Surat Paksa yang belum dilunasi 













Dari kedua grafik di atas dilihat bahwa Surat Paksa yang berhasil 
mencairkan tunggakan pajak paling banyak terjadi pada bulan September 
yaitu dari 41 Surat Paksa yang terbit, 32 berhasil dilunasi atau mencapai 
78,05 % dengan nominal Rp 586.461.003,00 atau 98,22 % dari nominal Surat 
Paksa yang terbit pada bulan itu. Pelunasan paling kecil terjadi pada bulan 
Juni yaitu hanya 2 Surat Paksa yang cair atau 8,70 % dari yang terbit dengan 
nominal Rp 300.000,00 atau 5,88 % dari nominal Surat Paksa yang terbit 
pada bulan itu. Selama tahun 2007  pencairan tunggakan pajak yang berasal 
dari Surat Paksa sebesar Rp 1.845.354.505,00 atau 65,65 % dari total 
nominal Surat Paksa yang terbit pada tahun tersebut. Untuk daftar Surat 














Dari tabel di atas, pada tahun 2008 telah diterbitkan 136 Surat paksa 
dimana wilayah kerjanya hanya Surakarta dengan lima kecamatan dan 
meliputi semua jenis pajak kecuali PBB dan BPHTB. Surat Paksa diterbitkan 
paling banyak pada bulan Oktober yaitu 19 Surat Paksa dengan nominal Rp 
17.659.231,00 sedangkan paling sedikit pada bulan Februari yaitu hanya 5 
Surat Paksa dengan nominal Rp 2.708.500,00. Fluktuasi ini penulis nilai 
wajar dengan penjelasan dapat dilihat pada penerbitan Surat Paksa tahun 
2007. Walaupun wilayah kerjanya berbeda, tetapi pada penerbitan Surat 
Paksa tahun 2008 jumlahnya lebih sedikit dari tahun 2007. Namun bukan 
berarti pencairan Surat Paksa tahun 2008 menunjukan nominal yang sedikit 
pula, terbukti pada tahun ini pencairan mencapai Rp.1.385.049.134,00 
dengan wilayah hanya Surakarta. Pada tahun 2007 mencapai Rp. 












Dari grafik sangat jelas terlihat fluktuasi jumlah penerbitan Surat 
Paksa dan mencapai titik paling rendah di bulan Februari. Untuk 
pelunasannya paling tinggi terjadi pada bulan April yaitu 11 Surat Paksa, 
sedangkan pelunasan paling rendah terjadi di bulan November dengan tidak 
satupun Surat Paksa yang dibayar oleh Penanggung Pajak. Selama tahun 
2008 dari 136 Surat Paksa, hanya 53 Surat Paksa yang berhasil dibayar oleh 
Penanggung Pajak atau mencapai 38,97 %. Antara jumlah dengan nominal 
Surat Paksa sering tidak berbanding lurus dalam artian belum tentu semakin 
banyak jumlah Surat Paksa yang terbit, semakin besar pula nominalnya. Hal 











Ap                 Apabila ditinjau dari nominalnya, pencairan tunggakan 
pajak yang berasal dari Surat Paksa paling besar terjadi pada bulan April 
yaitu sebesar Rp 477.852.106,00. Untuk bulan November tidak ada 
pemasukan sama sekali atau dalam artian tidak ada satupun Surat Paksa 
yang dibayar oleh Penanggung Pajak.  










            Dari Tabel II.17, sampai dengan bulan Juni 2009 telah diterbitkan 
132 Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan paling banyak dan paling besar 
pada bulan Maret yaitu 69 Surat Paksa dengan nominal Rp 36.268.984,00 
sedangkan paling sedikit pada bulan Februari yaitu hanya 3 Surat Paksa 
dengan nominal Rp 700.000,00. Seperti penerbitan Surat Paksa pada tahun-
tahun sebelumnya, di tahun 2009 penerbitan Surat Paksa juga mengalami 
fluktuasi. Penerbitan Surat Paksa tahun 2009 jumlahnya lebih sedikit dari 
tahun 2008 dan tahun 2007. Tetapi pencairan Surat Paksa tahun 2009 
mencapai Rp 144.078.065,00 sampai bulan Juni. 











Dilihat dari grafik diatas, jumlah pelunasan paling tinggi yaitu 69 
Surat Paksa yang terjadi pada bulan Maret. Untuk pelunasan paling rendah 
terjadi di bulan Februari yaitu hanya 3 Surat Paksa yang diterbitkan. Sampai 
dengan bulan Juni 2009 dari 132 Surat Paksa yang terbit, 12 Surat Paksa 












Jika dilihat dari grafik nominal Surat Paksa, pencairan tunggakan 
pajak yang berasal dari Surat Paksa paling besar terjadi di tahun 2009 adalah 
sebesar Rp 127.693.763,00 pada bulan Mei, sedangkan untuk bulan Februari 
tidak ada Surat Paksa yang dibayar karena pada bulan tersebut Surat Paksa 
yang terbit nominalnya kecil. Penerbitan Surat Paksa di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta sudah efektif, hal ini bisa dilihat bahwa sampai 
dengan Juni 2009 total nominal Surat Paksa yang terbit adalah Rp 
311.968.984,00 sedangkan yang dibayar sebesar Rp 144.078.065,00 atau 
mencapai 46,18 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pegawai Seksi 
Penagihan mengalami peningkatan. Prestasi ini harus dipertahankan bahkan 
perlu adanya perbaikan-perbaikan demi peningkatan kinerja lebih lanjut. 
7.  Peranan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Untuk mempermudah menganalisis tingkat keefektivan Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007 dan sampai dengan 
bulan Juni tahun 2009, penulis akan menyajikan bentuk ratio-ratio sebagai 
berikut: 
a. Ratio Realisasi Terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak 
Nilai ini didapat dengan membandingkan antara target atau 
rencana dengan realisasi pencairan tunggakan pajak tahun 
bersangkutan. 
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak 2007 
Tahun 2007 = 
Target Pencairan Tunggakan Pajak 2007 







= 45,04 % 
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak 2008 
Tahun 2008 = 
Target Pencairan Tunggakan Pajak 2008 












Untuk data tahun 2007 disajikan satu tahun penuh dengan wilayah 
kerja gabungan dan untuk data tahun 2008 juga disajikan satu tahun 
penuh dengan wilayah kerja Surakarta saja, sedangkan tahun 2009 
hanya sampai bulan Juni. Data yang digunakan sebagai perhitungan 
ratio-ratio berikutnya mengikuti ketentuan tersebut. Tambahan 
keterangan untuk realisasi pencairan tunggakan pajak tahun 2008 
meliputi non penghapusan karena validasi. Dari nilai yang didapat di 
 Rp 17.857.723.600,00 
   
 
= 58,47 % 
  
Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak 2009 
Tahun 2009 = 
Target Pencairan Tunggakan Pajak 2009 





 = 19,68 %   
atas, realisasi pencairan tunggakan pajak tahun 2008 lebih tinggi dari 
tahun 2007 dan tahun 2009 yaitu mencapai 58,47 % dari yang 
ditargetkan. Untuk tahun 2007 hanya mencapai 45,04 % lebih tinggi dari 
realisasi pencairan pajak pada tahun 2009 yaitu mencapai 19,68 %.  
 b.  Ratio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak terhadap 
penerimaan ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pencairan 








Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak 2007 
Tahun 2007 = 
Realisasi Penerimaan 2007   




X 100 %  
 
     
 
= 2,53 % 
    
Realisasi  Pencairan  Tunggakan Pajak 2008 
Tahun 2008 = 
Realisasi Penerimaan 2008   




X 100 %  
 
     
 
= 2,09 % 
    
Realisasi  Pencairan  Tunggakan Pajak 2009 
Tahun 2009  
Realisasi Penerimaan 2009  




X 100 %  
 = 0,93 %    
    
 
Dari nilai yang didapat di atas, terlihat bahwa tahun 2007 
pencairan tunggakan pajak memberikan kontribusi yang lebih banyak 
yaitu 5,53 % dari pada tahun 2008 dan tahun 2009 yang hanya mencapai 
2,09 % dan 0,93 %. Hal ini juga menunjukkan kinerja seksi penagihan di 
tahun 2007 lebih baik, tindakan penagihan yang sudah dilakukan lebih 
efektif, dan mengalami peningkatan prestasi dibanding tahun 2008 dan 
tahun 2009. 
c. Efektivitas Penerbitan Surat Paksa 
 1) Ratio Jumlah Surat Paksa 
    
Jumlah Surat Paksa Bayar 2007 
Tahun 2007                  =
Jumlah Surat Paksa Terbit 2007   




 X 100 %  
 
    
 
= 40,22 % 
   
Jumlah Surat Paksa Bayar 2008 
   Tahun 2008 = 
Jumlah Surat Paksa Terbit 2008   










Jumlah Surat Paksa Bayar 2009 
Tahun 2009 = 





 X 100 %   
    
 
= 9,09 % 
   
Dengan membandingkan jumlah Surat paksa yang terbit 
dan yang dibayar terlihat bahwa pada tahun 2007 lebih efektif bila 
dibanding dengan tahun 2008 dan tahun 2009. Hal ini ditunjukkan 
dengan prosentase Surat Paksa yang direspon oleh Penanggung 
 136 
    
 
= 38,97 % 
   
Pajak lebih besar yaitu 40,22 %. Asumsi penulis bahwa Surat Paksa 
yang tidak dibayar, tidak mendapat respon dari Penanggung Pajak. 
2)   Ratio Nominal Surat Paksa 
Nominal Surat Paksa Bayar 2007 
Tahun 2007 = 
Nominal Surat Paksa Terbit 2007  




X 100 % 
  
 
= 65,65 % 
 
Nominal Surat Paksa Bayar 2008 
Tahun 2008 = 
Nominal Surat Paksa Terbit 2008  




X 100 % 
  
 
= 67,56 % 
 
Nominal Surat Paksa Bayar 2009 
Tahun 2009 = 
Nominal Surat Paksa Terbit 2009  
 Rp     144.078.065,00 
 
= 
Rp.    311.968.984,00 
 X 100 % 
  
 
= 46,18 % 
 
 
Ratio ini hampir sama dengan ratio sebelumnya, namun 
yang dibandingkan adalah nominal dari Surat Paksa untuk 
mengetahui jumlah rupiah Surat Paksa yang berhasil mencairkan 
tunggakan pajak. Pada tahun 2008 Surat Paksa lebih efektif dalam 
pencairan tunggakan pajak dibandingkan dengan tahun 2007 dan 
tahun 2009. pencairan tersebut mencapai 67,56 % dari total 
nominal Surat Paksa yang terbit. Dari uraian ratio-ratio di atas dapat 
ditarik benang merah bahwa penyampaian Surat Paksa tahun 2008 
lebih efektif dari pada tahun 2007 dan tahun 2009, hal ini berimbas 
pada tingkat pencairan tunggakan pajak tahun 2008 menjadi lebih 
besar yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menjadi lebih tinggi di tahun 
2008. 
8.  Permasalahan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta 
Seksi Penagihan mempunyai peranan yang sangat besar dalam 
upaya pencairan tunggakan pajak. Dari waktu kewaktu tunggakan pajak 
semakin meningkat, hal ini harus dibarengi dengan usaha pengurangan 
tunggakan pajak yaitu dengan pelaksanaan penagihan pajak. Salah satu dari 
wujud tindakan penagihan adalah diterbitkannya Surat Paksa yang akan 
disampaikan ke Wajib Pajak oleh Jurusita Pajak. Oleh karenanya Jurusita 
Pajak dianggap sebagai ujung tombak keberhasilan tindakan penagihan. 
Dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan pajak menemui banyak 
masalah. Disini penulis ingin membahas masalah-masalah pelaksanaan 
penagihan pajak baik secara umum maupun terfokus dalam Surat Paksa. 
Penulis membaginya dalam dua faktor yaitu intern dan ekstern. 
a. Faktor Intern 
Faktor intern berasal dari dalam, yaitu permasalahan dari Seksi 
Penagihan sendiri. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, 
petugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang 
menyebabkan tindakan penagihan berjalan kurang efektif. Adapun 
hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain: 
1) Jurusita Pajak tidak menguasai jalan-jalan diwilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, sehingga sering kesulitan dalam 
mencari alamat Wajib Pajak. 
2) Keterbatasan SDM di Seksi Penagihan. 
 Jumlah Jurusita Pajak di Seksi Penagihan hanya terdapat dua 
Jurusita Pajak sementara Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan 
pajak yang seharusnya dilakukan tindakan penagihan cukup banyak. 
3) Berkas-berkas penagihan Wajib Pajak tidak lengkap baik itu Surat 
Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah Melaksanakan Sita. 
Untuk data-data penagihan pajak tahun lalu tidak diadministrasi 
dengan baik sementara petugas penagihan setelah pratama adalah 
orang baru semua sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak 
lanjut tindakan penagihan. 
4) Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasi dengan baik 
sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak. 
b. Faktor Ekstern 
Sedangkan untuk faktor ekstern berasal dari luar Seksi Penagihan yaitu 
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengakibatkan penyampaian 
Surat Paksa ataupun pelaksanaan tindakan penagihan lainnya menjadi 
terhambat, diantaranya adalah: 
1) Kurangnya kesadaran dan pengetahun Wajib Pajak 
 Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajak masih 
rendah, dalam hal ini Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari 
bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus ia tunaikan 
kepada negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar 
pajak kepada negara dapat menimbulkan tunggakan pajak. Sebab 
lain adalah kurangnya pengetahuan  Wajib Pajak, contoh: proses 
pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak 
(pada teorinya) tetapi dalam praktiknya hal ini dianggap sebaliknya 
oleh Wajib Pajak, sehingga menyebabkan Wajib Pajak tidak mau 
melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan. 
 
2)   Kondisi Wajib Pajak 
 Terdapat banyak Wajib Pajak yang secara nyata sudah tidak 
memiliki usaha aktif baik karena bangkrut, pailit, maupun tidak 
punya asset lagi, sehingga tidak jarang dari Wajib Pajak tidak 
memiliki barang untuk dapat disita oleh Jurusita Pajak. 
3) Jurusita Pajak sulit menemui Wajib Pajak, hal ini disebabkan      
karena: 
a) Beberapa alamat Wajib Pajak tidak ditemukan 
Hal ini disebabkan karena administrasi Wajib Pajak tidak valid 
pada saat pembuatan NPWP atau NPPKP sehingga pada saat 
Jurusita Pajak mengantarkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, 
misalnya, dengan data tidak valid bisa saja alamat Wajib Pajak 
tidak dapat ditemukan; pengecekan alamat Wajib Pajak tidak 
dilakukan dengan akurat; Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak 
lapor ke Kantor Pelayanan Pajak atau sebab lainnya. 
b) Wajib Pajak tidak mau bekerja sama dalam proses penagihan 
 Tidak jarang Wajib Pajak yang tidak beritikad baik dan 
menghambat proses penagihan pajak yang dilakukan, seperti 
Wajib Pajak mengaku tidak ada di tempat saat Jurusita Pajak 
datang dan tidak jarang dihalang-halangi oleh pihak keamanan 
dari pihak Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak mau mendatangi 
Berita Acara Sita, Wajib Pajak tidak memperbolehkan Jurusita 
Pajak memasuki rumah/tempat usaha dimana akan 
dilaksanakan sita, atau Wajib Pajak tidak mau membayar biaya 
penagihan. 
4)  Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak 
Hal ini lebih disebabkan karena adanya ketetapan yang bermasalah, 
maksudnya, terdapat perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap 
ketetapan yang diterbitkan. Misalnya, pembagian bonus 
merupakan objek PPh Pasal 21 tetapi Wajib Pajak tidak mengakui 
bahwa pembagian bonus bukan merupakan objek PPh Pasal 21 
sehingga pada saat menemui Wajib Pajak, Jurusita Pajak yang telah 
dilengkapi dengan Surat Paksa yang mengharuskan Wajib Pajak 
segera melunasi tunggakan pajaknya, beberapa Wajib Pajak tidak 
mau mengakui bahwa ia memiliki tunggakan pajaknya dan tidak 
menyadari bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap, 
sehingga membawa konsekuensi pada tindakan hukum berikutnya 
apabila Wajib Pajak tidak membayar tunggakan pajak tersebut. 
5) Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak 
memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih 
mempunyai kewajiban tunggakan pajak. Atau bisa juga Wajib Pajak 
sudah memberitahukan secara tertulis tetapi karena koordinasi 
antar seksi yang kurang baik sehingga Seksi Penagihan tidak 
mengetahui perubahan tersebut. dan Wajib Pajak Badan yang 
bubar/berstatus non-efektif yang masih diterbitkan STP (padahal 
Wajib Pajak sudah mengajukan pencabutan NPWP). 
9. Alternatif Pemecahan Masalah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta 
Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang 
dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak antara lain sebagai berikut: 
a. Faktor Intern 
1) Membekali Jurusita Pajak dengan pendidikan mengenai wilayah 
kerjanya, mengetahui medan yang dihadapi, hafal seluk beluk jalan 
di Surakarta, dan paham tentang masyarakat (profil Wajib Pajak) 
sehingga dalam menyampaikan Surat Paksa ataupun melaksanakan 
tindakan penagihan yang lain akan lebih cepat dan lancar. 
2) Menambah Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta, paling tidak ada tiga orang Jurusita mengingat banyaknya 
Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga diharapkan 
pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih efektif. 
3) Data dan berkas-berkas Wajib Pajak yang terdapat di Seksi 
Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sudah 
terlanjur tidak lengkap, sehingga harus dimulai upaya ekstra keras 
mulai saat ini juga untuk melakukan perbaikan dalam 
pengadministrasian. Dengan demikian diharapkan periode 
selanjutnya didapat data dan berkas penagihan Wajib Pajak secara 
lengkap sehingga dapat memperlancar tindakan penagihan pajak. 
4) Pengaktifan kembali kartu pengawasan tunggakan pajak, karena 
dengan kartu tersebut segala macam ketetapan dan tindakan 
penagihannya dapat terlihat dengan jelas. 
b. Faktor Ekstern 
1) Memberikan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak 
Memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat 
khususnya terhadap Wajib Pajak. Penyuluhan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
NPWP bagi yang sudah memenuhi syarat, memberikan data yang 
benar, lengkap, dan jelas sehingga apabila Jurusita Pajak akan 
menyampaikan Surat Paksa atau keperluan perpajakan yang lain 
alamat Wajib Pajak mudah ditemukan karena jelas. Dengan 
penyuluhan ini juga diharapkan Wajib Pajak mau mengakui utang 
pajaknya dan sadar untuk melunasinya. Sebagian besar masyarakat 
khususnya Wajib Pajak belum menyadari akan arti pentingnya pajak 
bagi pembangunan bangsa. 
2) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, 
misalnya: Pemerintah Daerah, pihak bank, kepolisian dll, sehingga 
tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini 
dapat dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait tersebut 
untuk mendengarkan pengarahan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak 
dan berdiskusi mengenai masalah perpajakan yang akan mereka 
hadapi bersama.  
3) Melakukan pemutakhiran (update) data secara kontinyu 
Adanya kerjasama antarseksi yaitu Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi dan Seksi Penagihan atau fiskus lainnya agar merespon 
pada setiap perubahan data dan informasi tentang Wajib Pajak dan 
Penanggung Pajak, sehingga dapat dilakukan perubahan data 
dengan segera. Dengan dilakukan pemutakhiran data secara 
kontinyu maka ketetapan yang diterbitkan dapat akurat, karena 
data yang tersedia sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan 
Penanggung Pajak yang sebenarnya. Oleh karenanya apabila 
dilakukan tindakan penagihan aktif, Jurusita Pajak dapat 
melaksanakannya dengan efektif dan efisien. Untuk Sistem 
Administrasi Modern telah menggunakan Sistem Informasi 
Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) yang telah diterapkan di KPP 
Modernisasi sebagai pengganti Sistem Informasi Perpajakan (SIP).  
4) Melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mau memenuhi kewajibannya     
Apabila Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam hal 
penagihan pajak maka menjadi tugas Jurusita Pajak untuk 
melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak sebelum 
ditempuh jalur hukum, salah satunya adalah mengajukan 
permohonan angsuran dalam melunasi utang pajaknya. Jika dengan 
pendekatan persuasif Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajiban 
perpajakannya, baru ditempuh lewat jalur hukum. 
5) Memperbaiki manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan 
profesional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pegawai 
yang berpengalaman tidak hanya terbatas pada peraturan 
perundang-undangan penagihan pajak tetapi juga memahami 











Pada penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK 
DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA” penulis dapat mengemukakan 
beberapa kelebihan dan kelemahan adalah sebagai berikut ini. 
 
A. Kelebihan 
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta telah sebagian besar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan 
Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
2. Adanya Account Rpresentatif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang 
akan melayani Wajib Pajak secara individual. Bahkan dalam setiap kantor 
tersedia layanan perbantuan yang akan membantu para Wajib Pajak, sehingga 
mempermudah Wajib Pajak dalam mengurus pajak. 
 
B. Kelemahan 
Adanya Sistem Administrasi yang diperbaharui belum bisa menjamin sebuah 
kesempurnaan. Untuk Sistem Administrasi Modern telah menggunakan  
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) yang telah diterapkan di Kantor 
Pelayanan Pajak Modernisasi sebagai pengganti Sistem Informasi Perpajakan (SIP). 
1. SI DJP selama ini belum mengcover tunggakan PBB dan BPHTB, sehingga sulit 
untuk mengetahui perkembangannya. 
2. Pengawasan untuk pembuatan Surat Teguran harus meneliti satu per satu Wajib 
Pajak, sedangkan sistem yang dulu, SIP, tampil dilayar secara otomatis daftar 
Wajib Pajak yang harus diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat 
Perintah Melaksanakan Sita. 
3. SSP lembar-3 jika tidak direkam di menu penagihan SI DJP tidak mengurangi 
tunggakan karena SI DJP selama ini belum Link dengan MPN padahal SSP 
lembar-3 bukan merupakan bukti pembayaran pajak tetapi jika tidak direkam 














Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan 
dan rekomendasi sebagai berikut ini. 
A. Kesimpulan 
Karena keterbatasan data, penulis hanya membandingkan untuk data 
dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Dimana untuk data tahun 2009 
hanya sampai bulan Juni sehingga tidak dapat digunakan untuk perbandingan. 
Dari data yang penulis dapat selama Praktik Kerja Lapangan/ magang di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta serta pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007 mencapai realisasi 
penerimaan sebesar 86,49 % dari yang direncanakan sedangkan untuk tahun 
2008 realisasi penerimaannya mencapai 93,31 % dari yang ditargetkan. 
Walaupun sedikit tetapi penerimaan tahun 2008 mengalami peningkatan 
dari pada tahun 2007. 
2. Penambahan tunggakan pajak selama tahun 2007 mencapai 11,20 % dari 
tunggakan awal tahun dan untuk tahun 2008 penambahan tunggakannya 
lebih kecil dari tahun 2007 yaitu hanya mencapai 3,21 % dari tunggakan 
awal tahun. Pencairan tunggakan pajak tahun 2007  
cukup memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang lebih besar dari pada tahun 2008 
yaitu  2,53 % dari total penerimaan pada tahun tersebut, sedangkan tahun 
2008 hanya sebesar 2,09 %. 
3. Jumlah lembar Surat Paksa yang terbit tahun 2007 mendapat respon lebih 
baik dari Penunggak Pajak dari pada tahun 2008 yaitu mencapai 40,22 % 
sedangkan untuk  tahun 2008 mencapai 38,97 %. Oleh karena itu maka 
penerbitan Surat Paksa tahun 2007 lebih efektif dari pada tahun 2008, 
sedangkan jumlah nominal Surat Paksa tahun 2008 yang dibayar Penunggak 
Pajak meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu mencapai 
67,56 % dari total nominal yang terbit. Untuk  tahun 2007 mencapai 65,65 % 
sehingga penyampaian Surat Paksa tahun 2008 lebih efektif dari pada tahun 
2007. 
4. Dari semua temuan di atas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2008 lebih efektif bila 
dibandingkan dengan tahun 2007. Begitu juga pencairan tunggakannya, di 
tahun 2008 Surat Paksa yang cair lebih banyak dalam hal nominalnya dari 
pada tahun 2007. Pencairan tunggakan pajak akan berpengaruh pada 
penerimaan pajak, sehingga peranan Surat Paksa terhadap penerimaan 
pajak tahun 2008 lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran-saran 
yang sekiranya diperlukan sebagai berikut ini: 
1. Dengan wilayah kerja yang baru sejak Oktober 2007 yaitu hanya Surakarta 
seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta lebih menguasai 
wilayah dan lebih efektif dalam menggali potensi pajak yang ada, sehingga 
diharapkan penerimaan dapat meningkat. Hal tersebut dapat dicapai bila 
diimbangi dengan adanya peningkatan penyuluhan kepada Wajib Pajak 
secara intensif, merata, dan tepat sasaran. Maka dari itu diharapkan jumlah 
Wajib Pajak aktif terus meningkat dari tahun ke tahun serta timbul 
kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
2. Seharusnya kegiatan penagihan menyeluruh ke semua Penunggak Pajak, 
tetapi karena keterbatasaban waktu dan SDM maka diutamakan yang 
mempunyai tunggakan pajak yang besar terlebih dahulu untuk mencapai 
target pencairan. Perlu adanya peningkatan kinerja semua petugas pajak 
khususnya yang berkaitan dengan bahan penulis yaitu Seksi Penagihan, 
sehingga diharapkan tindakan penagihan lebih efektif dalam upaya 
mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap 
peningkatan penerimaan pajak. 
3. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya 
penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi serta perlu 
adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi waskon 
bahkan agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak. Koordinasi dengan 
seksi terkait juga perlu ditingkatkan agar data perubahan tentang Wajib 
Pajak dapat cepat di update. Selain itu juga perlu adanya 
pengadministrasian data dan berkas-berkas yang lebih baik di Seksi 
Penagihan sehingga dalam pengawasan tunggakan pajak akan lebih mudah 
serta tindak lanjut tindakan penagihan akan lebih terkontrol sesuai jadwal 
penagihan. 
4. Menurut penulis perlu adanya pendidikan khusus bagi Jurusita Pajak untuk 
lebih mengenal wilayah kerja serta Wajib Pajaknya, bersifat persuasif dan 
memiliki kesan bersahabat bagi Wajib Pajak sehingga dalam melaksanakan 
tugasnya akan lebih mudah. Misalnya saja dalam penyampaian Surat Paksa, 
apabila Jurusita Pajak sudah menguasai hal tersebut di atas maka akan lebih 
lancar mencapai alamat dan kemungkinan mendapat respon baik dari 
Penunggak Pajak lebih besar. Selain adanya pendidikan yang lebih 
mendalam, penambahan jumlah Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta juga sangat diperlukan mengingat selama ini hanya ada 
dua Jurusita Pajak sementara jumlah Penunggak Pajak cukup banyak 













































DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
 
 
Kepada Yth. Sdr. 
 
Nama  :    
N P W P  :    
Alamat  :    
 
T   E   G   U   R   A   N 
Nomor : ST-     /WPJ.32/KP.0604/2009 
 
 
Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai 
berikut : 
 
Jenis  Tahun  No&Tgl Tanggal Jatuh  Jumlah  
 Pajak Pajak STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ 
Tempo 
Pebayaran Tunggakan 
    SK.Keberatan/Putusan Banding *)   Pajak 
        (Rp) 
          
          
          
Jumlah   
 
Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar 
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya 
Surat Teguran ini. 
 
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera 
melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan) 
  
       
PERHATIAN 
 
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 1 
HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT 
TEGURAN INI.SESUDAH BATAS WAKTU 
ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN 
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN 
SURAT PAKSA 
(Pasal 8 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2000) 
(Pasal 6  Kep.Men. Keu.Nomor 
561/KMK.04/2000) 
                        Ditetapkan di Surakarta 
                           Pada tanggal  






                             





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II 
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA 
 
SURAT PAKSA 
Nomor : S-0000      /WPJ.32/KP.0606/2004 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 
 
Menimbang bahwa:  
Nama Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak :  
NPWP   :  
Alamat   :  
 




















    
 
                     Jumlah Rp.  
Dengan ini : 
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penangung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak   
tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 
2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini. 
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau jurusita lain 
yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan 
atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penangung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 






PAJAK HARUS DILUNASI DALAM 
WAKTU 2X 24 JAM SETELAH 
                        Ditetapkan di Surakarta 
                           Pada tanggal  
                            Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
 
MENERIMA SURAT PAKSA INI 
SESUDAH BATAS WAKTU INI, 
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN 
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. 
(Pasal 12 ayat 1 UU nomor 19 tahun 
1997 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 19 tahun 2000) 
 
 
                             






DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA 
 
BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 
 
Pada hari ini............................................tanggal...............................................atas permintaan 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta di Surakarta 57147, saya Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakartabertempat kedudukan di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta 
 
MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI 
 
Kepada Sdr/Pimpinan...........................bertempat tinggal di..................................berkedudukan 
sebagai...........................Surat Paksa di sebaliknya ini.....................dan saya, Jurusita Pajak, 
berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya 
dalam waktu 2 ( dua ) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu 
harus menyetor di Bank Presepsi / Kantor Pos dan Giro sebanyak.............................(...........) 
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya 
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta 
bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual 
di muka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk 
membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan 
penagiahan ini. 
 
Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN. 
 
Saya Jurursita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung 
Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung 
pajak. 
 





Yang menerima Salinan Surat Paksa      Jurusita Pajak 
 
..........................................................       
.................................. 
Jabatan:.............................................      NIP. 
 
Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebesar : Rp 50.000,00 













DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 




SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 




Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 
 
Nama   :    
N P W P  :    
Alamat   :    
       
        
Telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor : S- 0000302/WPJ.32/KP.0606/2007 
Tgl. 30 April 2007, dan Surat Paksa Nomor :S- 0000541/WPJ.32/KP.0606/2004 Tgl. 22 
November 2004  hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, 
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :  
 
Nama   :   
NIP   :   
Jabatan   :   
    
 
untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
maupun yang berada di tangan orang lain. 
 
Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang 
telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya. 
 
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari 











 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH  JAWA  TENGAH II 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA 
 
Jl. K.H. Agus Salim No.1 Surakarta      Telepon : (0271)    
712 643 
 Homepage DJP : http:/www.pajak.go.id     Faximilie : (0271)  
728 436 
       
Nomor : S         /WPJ.32/KP.0604/2008                            








 Berdasarkan data pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, sampai saat ini 
Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebesar tersebut dalam Surat Paksa seperti yang 




Tahun No dan Tgl. STP/SKPKB/SKPKBT Jumlah Tunggakan 





















   Jumlah Rp.         
 
 
# Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam rupiah# 
 
 Sehubungan hal tersebut diatas, diberitahukan akan dilakukan penyitaan atas barang-
barang tertentu milik Saudara untuk jaminan atau dilelang guna pelunasan tunggakan pajak. 











 NIP   
 
BERITA  ACARA  PELAKSANAAN  SITA 
Nomor :         /WPJ.32/KB.0604/2009 
 
Pada hari ini .......... tanggal ........... bulan ........... tahun ........ atas kekuatan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta                                    
Nomor :    /WPJ.32/KP.0604/2008 tanggal   .................... yang bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl. Agus Salim No. 1, 
Surakarta berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tgl.  30 April 2007 Nomor : S- 
0000302/WPJ.32/ KP.0606/2007 dan Surat Paksa tgl. 22 November 2004 Nomor: S- 
0000541/WPJ.32/KP.0606/2004 yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak yang akan tersebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tersebut, bertempat tinggal di    Jl. Agus Salim No. 1, 
Surakarta dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, telah mencapai usia 
21(dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu : 
 
1. ..................................................................            Pekerjaan : ....................................................... 
2. ..................................................................            Pekerjaan : ....................................................... 
 
Telah tanda tangan dirumah/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
 
Nama   :    
N P W P  :    
Alamat   :   Jl.  
            
Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib 








No. & Tgl STP/ 
SKBKB/SKBKBT/ 
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ 


















  Jumlah Rp.          
 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : 
 
      A. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah 
sebagai 
           berikut : 
 
1. Jenis barang bergerak :  Terletak di :   Taksiran harga : 
......................................  ...................................  Rp. 
..................................... 
......................................  ...................................  Rp. 
..................................... 
.....................................  ...................................  Rp. 
..................................... 
 
Jenis Barang tidak bergerak  Terletak di :    Taksiran 
harga : 
.....................................  ...................................  Rp. 
..................................... 
.....................................  ...................................  Rp. 
..................................... 















Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan 
dijual dimuka umum dengan perantara Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan tempat yang 
akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli. 
Untuk penyimpanan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk 
.................................................. yang bertempat tinggal di 
...................................................................... Sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan 
tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima 
penunjukan itu. 
Penunjukan sebagai penyimpan dilakukan, di depan kedua sanksi diatas, yang turut pula 
menandatangani berita acara dan salinan-salinannya. 










(......................................................)        
          NIP.  
  
Penyimpan         Saksi 
 
           
           
          1. 
..................................... 
 
(.....................................................)     
           






Biaya penagihan pajak yaitu : 
- Biaya harian jurusita Pajak dan saksi      Rp. ................ 
- Biaya Perjalanan         Rp. ................+ 
   Jumlah        Rp. ................ 
   Telah /belum *) dilunasi   ...................... 
 
*) coret yang tidak perlu 
 
CATATAN: 
Memindahtangankan,merusak atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan 
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